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ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi informasi  semakin mendorong munculnya berbagai kegiatan-
kegiatan yang dilakukan masyarakat melalui kecanggihan teknologi informasi tersebut dalam 
hal ini internet. Pada transaksi jual beli melalui internet ini tidak menutup kemungkinan 
timbulnya berbagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi 
pihak lainnya. Oleh karena itu dapat ditarik permasalahan Tindakan Hukum Atas perbuatan 
melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (Electronic Commerce) dan 
Perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam suatu hubungan hukum di dunia maya dalam 
hal ini pada transaksi jual beli melalui internet diselesaikan secara Hukum, dengan 
menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata. 
Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah Electronic 
Commerce yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, transaksi jual beli 
secara elektronik mengefisiensikan waktu sehingga dapat melakukan transaksi jual beli 
dimanapun dan kapanpun, untuk mengetahui perbuatan melawan Hukum dalam Transaksi Jual 
Beli Melalui Internet (Electronic Commerce) dan Perbuatan melawan hukum yang terjadi 
dalam suatu hubungan hukum di dunia maya pada transaksi jual beli melalui internet 
diselesaikan secara Hukum, dengan menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata. 
Tindakan hukum terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak 
lain sehingga menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik secara 
Litigasi dan Non Litigasi. Penerapan ketentuan pasal 1365 dilakukan dengan cara penafsiran 
hukum ekstensif yaitu memperluas arti kata perbuatan melawan hukum itu sendiri, tidak hanya 
yang terjadi dalam dunia nyata, tetapi juga dimungkinkan perbuatan melawan hukum yang 
terjadi di dunia maya, dalam hal ini pada transaksi jual beli secara elektronik. 
Untuk menanggulangi perbuatan melawan hukum dengan Meningkatkan kesadaran 
warga negara mengenai masalah Cyber Crime dan langkah penting yang harus dilakukan 
setiap negara dalam penanggulangan Cyber Crime adalah Melakukan modernisasi Undang-
Undang ITE beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang 
terkait dengan kejahatan tersebut. 
 
Kata Kunci :  Perbuatan, Melawan Hukum, Transaksi, Internet. 
 
1.  PENDAHULUAN 
Kegiatan bisnis perdagangan melalui 
internet yang dikenal dengan istilah 
Electronic Commerce yaitu suatu kegiatan 
yang banyak dilakukan oleh setiap orang, 
karena transaksi jual beli secara elektronik 
ini dapat mengefektifkan dan 
mengefisiensikan waktu sehingga 
seseorang dapat melakukan transaksi jual 
beli dengan setiap orang dimanapun dan 
kapanpun. 
Kondisi seperti itu tentu saja dapat 
menimbulkan berbagai akibat hukum 
dengan segala konsekuensinya, antara lain 
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apabila muncul suatu perbuatan yang 
melawan hukum dari salah satu pihak 
dalam sebuah transaksi jual beli secara 
elektronik ini, akan menyulitkan pihak 
yang dirugikan untuk menuntut segala 
kerugian yang timbul dan disebabkan 
perbuatan melawan hukum itu, karena 
memang dari awal hubungan hukum antara 
kedua pihak termaksud tidak secara 
langsung berhadapan, mungkin saja pihak 
yang telah melakukan perbuatan melawan 
hukum tadi berada di sebuah negara yang 
sangat jauh sehingga untuk melakukan 
tuntutan terhadapanya pun sangat sulit 
dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat 
dilakukan dalam hubungan hukum 
konvensional/biasa. 
Penulis sangat tertarik untuk 
Mengakaji lebih dalam lagi Perbuatan 
yang timbul akibat Transaksi Jual beli 
sehingga penulis mengangkat Sebuah judul 
“Perbuatan Melawan Hukum Dalam 
Transaksi Jual-Beli Melalui Internet 
Ditinjau Dari Buku Iii Kuhperdata” dengan 
permasalahan Bagaimana Tindakan 
Hukum Atas perbuatan melawan Hukum 
Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet 
(Electronic Commerce) dan Dapatkah  
Perbuatan melawan hukum yang terjadi 
dalam suatu hubungan hukum di dunia 
maya dalam hal ini pada transaksi jual beli 
melalui internet diselesaikan secara 
Hukum, dengan menerapkan Pasal 1365 
KUH Perdata. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
Untuk mengetahui Tindakan Hukum atas 
perbuatan melawan Hukum dalam 
Transaksi Jual Beli Melalui Internet 
(Electronic Commerce) begitu juga Untuk 
mengetahui dapatnya Perbuatan melawan 
hukum yang terjadi dalam suatu hubungan 
hukum di dunia maya dalam hal ini pada 
transaksi jual beli melalui internet 
diselesaikan secara Hukum, dengan 
menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata. 
Pemecahan masalah dalam artikel 
ilmiah ini dengan menggunakan teknik 
menganalisa suatu permasalahan yang 
bertentangan dengan aturan atau norma 
yang berlaku sehingga dapat dicari tolak 
ukur terjadinya permasalahan sehingga 
nantinya ditemukan jalan keluar dari 
permasalahan perbuatan melawan Hukum 
dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet 
(Electronic Commerce). 
Berdasarkan Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 alinea keempat yang 
berbunyi “Kemudian daripada itu untuk 
membentuk suatu pemerintah negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia …” Merupakan landasan hukum 
dalam upaya melindungi segenap bangsa 
Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-
orang yang melakukan perbuatan hukum 
tertentu seperti transaksi jual beli secara 
elektronik.  Indonesia merupakan negara 
hukum sehingga setiap warga negara 
bersamaan kedudukannya dalam hukum, 
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sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 
Berbicara menganai transaksi jual 
beli secara elektronik, tidak terlepas dari 
konsep perjanjian secara mendasar 
sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 
KUH Perdata yang menegaskan bahwa 
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau 
lebih.  Ketentuan yang mengatur tentang 
perjanjian terdapat dalam Buku III KUH 
Perdata, yang memiliki sifat terbuka 
artinya ketentuan-ketentuannya dapat 
dikesampingkan, sehingga hanya 
berfungsi mengatur  saja.  Sifat terbuka 
dari KUH Perdata ini tercermin dalam 
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang 
mengandung asas Kebebasan Berkontrak, 
maksudnya setiap orang bebas untuk 
menentukan bentuk, macam dan isi 
perjanjian asalkan tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban 
umum, serta selalu memperhatikan syarat 
sahnya perjanjian sebagaimana termuat 
dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang 
mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah 
perjanjian adalah sebagai berikut : 
1. Kesepakatan para pihak dalam 
perjanjian 
2. Kecakapan para pihak dalam 
perjanjian 
3. Suatu hal tertentu  
4. Suatu sebab yang halal 
Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, 
jual beli adalah suatu perjanjian dengan 
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 
untuk menyerahkan suatu kebendaan dan 
pihak yang lain untuk membayar harga 
yang telah dijanjikan.  Jual  beli  tidak 
hanya dapat dilakukan secara berhadapan 
langsung antara penjual dengan pembeli, 
tetapi juga dapat dilakukan secara terpisah 
antara penjual dan pembeli, sehingga 
mereka tidak berhadapan langsung, 
melainkan transaksi dilakukan melalui 
media internet/secara elektronik. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 
angka 10 Rancangan Undang-Undang 
Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (RUU ITE), disebutkan bahwa 
transaksi elektronik adalah perbuatan 
hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan komputer, jaringan 
komputer atau media elektronik lainnya.  
Transaksi jual beli secara elektronik 
merupakan salah satu perwujudan 
ketentuan di atas.  Pada transaksi jual beli 
secara elektronik ini, para pihak yang 
terkait didalamnya, melakukan hubungan 
hukum yang dituangkan melalui suatu 
bentuk perjanjian atau kontrak yang juga 
dilakukan secara elektronik dan sesuai 
ketentuan Pasal 1 angka 18 RUU Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik 
(ITE), disebut sebagai kontrak elektronik 
yakni perjanjian yang dimuat dalam 
dokumen elektronik atau media 
elektronik lainnya. 
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Pada transaksi jual beli secara 
elektronik, sama halnya dengan transaksi 
jual beli biasa yang dilakukan di dunia 
nyata, dilakukan oleh para pihak yang 
terkait, walaupun dalam jual beli secara 
elektronik ini pihak-pihaknya tidak 
bertemu secara langsung satu sama lain, 
tetapi berhubungan melalui internet.  
Dalam transaksi jual beli secara 
elektronik, pihak-pihak yang terkait antara 
lain: 
1. Penjual atau merchant atau pengusaha 
yang menawarkan sebuah produk 
melalui internet sebagai pelaku usaha; 
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap 
orang yang tidak dilarang oleh undang-
undang, yang menerima penawaran 
dari penjual atau pelaku usaha dan 
berkeinginan untuk melakukan 
transaksi jual beli produk yang 
ditawarkan oleh penjual/pelaku 
usaha/merchant. 
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari 
pembeli atau konsumen  kepada 
penjual atau pelaku usaha/merchant, 
karena pada transaksi jual beli secara 
elektronik, penjual dan pembeli tidak 
berhadapan langsung, sebab mereka 
berada pada lokasi yang berbeda 
sehingga pembayaran dapat dilakukan 
melalui perantara dalam hal ini bank; 
Transaksi jual beli secara 
elektronik merupakan hubungan hukum 
yang dilakukan dengan memadukan 
jaringan (network) dari sistem informasi 
yang berbasis komputer dengan sistem 
komunikasi yang berdasarkan jaringan 
dan jasa telekomunikasi.  Hubungan 
hukum yang terjadi  dalam transaksi jual 
beli secara elektronik tidak hanya tejadi 
antara pengusaha dengan konsumen saja, 
tetapi juga terjadi antara pihak-pihak 
dibawah ini: 
1. Business to Business,   merupakan 
transaksi yang terjadi antar 
perusahaan dalam hal ini, baik  
pembeli maupun penjual adalah 
sebuah perusahaan dan bukan 
perorangan.  Biasanya transaksi ini 
dilakukan karena mereka telah saling 
mengetahui satu sama lain dan 
transaksi jual beli tersebut dilakukan 
untuk menjalin kerjasama antara 
perusahaan itu. 
2. Customer to Customer, merupakan 
transaksi jual beli yang terjadi antara 
individu dengan individu yang akan 
saling menjual barang 
3. Customer to Business, merupakan 
transaksi jual beli yang terjadi antara 
individu sebagai penjual dengan 
sebuah perusahaan sebagai 
pembelinya 
4. Customer to Government, merupakan 
transaksi  jual beli yang dilakukan 
antara individu dengan pemerintah, 
misalnya dalam pembayaran pajak. 
Dengan demikian pihak-pihak yang 
dapat terlibat dalam suatu transaksi jual 
beli secara elektronik, tidak hanya antara 
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individu dengan individu saja tetapi dapat 
individu dengan sebuah perusahaan, 
perusahaan dengan perusahaan atau bahka 
antara individu dengan pemerintah, dengan 
syarat bahwa para pihak termaksud secara 
perdata telaha memenuhi persyaratan 
untuk dapat melakukan suatu perbuatan 
hukum dalam hal ini hubungan hukum jual 
beli. 
Pada kenyataannya,  dalam suatu 
peristiwa hukum termasuk transaksi jual 
beli secara elektronik tidak terlepas dari 
kemungkinan timbulnya pelanggaran yang 
dilakukan oleh salah satu  atau kedua 
pihak, dan pelanggaran hukum tersebut 
mungkin saja dapat dikategorikan sebagai 
Perbuatan Melawan Hukum 
(Onrechtmatigedaad) sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata 
yang menyatakan bahwa : “ Tiap perbuatan 
melanggar hukum, yang membawa 
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan 
orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” 
Perbuatan melawan hukum 
dianggap terjadi dengan melihat adanya 
perbuatan dari pelaku yang diperkirakan 
memang melanggar undang-undang, 
bertentangan dengan hak orang lain, 
beretentangan dengan kewajiban hukum 
pelaku, bertentangan dengan kesusilaan 
dan ketertiban umum, atau bertentangan 
dengan kepatutan dalam masyarakat baik 
terhadap diri sendiri maupun orang lain, 
namun demikian suatu perbuatan yang 
dianggap sebagai perbuatan melawan 
hukum ini tetap harus dapat 
dipertanggungjawabkan apakah 
mengandung unsur kesalahan atau tidak. 
Pasal 1365 KUH Perdata tidak 
membedakan kesalahan  dalam bentuk 
kesengajaan (opzet-dolus) dan kesalahan 
dalam bentuk kurang hati-hati (culpa), 
dengan demikian hakim harus dapat 
menilai dan mempertimbangkan berat 
ringannya kesalahan yang dilakukan 
sesorang dalam hubungannnya dengan 
perbuatan melawan hukum ini, sehingga 
dapat ditentukan ganti kerugian yang  
seadil-adilnya.  
Seseorang tidak dapat dituntut telah 
melakukan perbuatan melawan hukum, 
apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam 
keadaan darurat/noodweer, overmacht, 
realisasi hak pribadi, karena perintah 
kepegawaian atau salah sangka yang dapat 
dimaafkan.  Apabila unsur kesalahan 
dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan 
maka ia bertanggung jawab atas kerugian 
yang disebabkan perbuatannya tersebut, 
namun seseorang tidak hanya 
bertanggungjawab atas kerugian yang 
disebabkan kesalahannnya sendiri, tetapi 
juga karena perbuatan yang mengandung 
kesalahan yang dilakukan oleh orang-
orang yang menjadi tanggungannya, 
barang-barang yang berada di bawah 
pengawasannya serta binatang-binatang 
peliharaannya, sebagaimana ditentupan 
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dalam Pasal 1366 sampai dengan Pasal 
1369 KUH Perdata. 
Menurut ketentuan RUU Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), 
khusunya Pasal 34 dikatakan bahwa 
masyarakat dapat mengajukan gugatan 
secara perwakilan terhadap pihak yang 
menggunakan teknologi informasi yang 
berakibat merugikan masyarakat.  
Seseorang dapat melakukan gugatan 
secara perwakilan atas nama masyarakat 
lainnya yang dirugikan tanpa harus 
terlebih dahulu memperoleh surat kuasa 
sebagaimana lazimnya kuasa hukum.  
Gugatan secara perwakilan dimungkinkan 
apabila telah  memenuhi hal-hal sebagai  
berikut: 
1. Masyarakat yang dirugikan sangat 
besar jumlahnya, sehingga apabila 
gugatan tersebut diajukan secara 
perorangan menjadi tidak efektif; 
2. Sekelompok masyarakat yang 
mewakili harus mempunyai 
kepentingan yang sama dan tuntutan 
yang sama dengan masyarakat yang 
diwakilinya, serta sama-sama 
merupakan korban atas suatu 
perbuatan melawan hukum dari orang 
atau lembaga yang sama. 
Sementara Pasal 35 RUU Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 
ini menegaskan bahwa gugatan perdata 
dilakukan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dan 
penyelesaian sengketa tersebut diatas 
khususnya sengketa yang timbul dalam 
transaksi jual beli melalui media internet 
ini dapat diselesaiakan secara alternatif di 
luar pengadilan. 
Penyelesaian sengketa atas 
perbuatan melawan hukum yang terjadi 
dalam transaksi jual beli secara elektroik 
dapat pula dilakukan secara non litigasi,  
antara lain: 
1. Proses adaptasi atas kesepakatan 
antara para pihak sebagaimana 
dituangkan dalam perjanjian jual beli 
yang dilakukan melalui media internet 
tersebut.  Maksud adaptasi ini adalah 
para pihak dapat secara sepakat dan 
bersama-sama merubah isi perjanjian 
yang telah dibuat, sehingga perbuatan 
salah satu pihak yang semula 
dianggap sebagai perbuatan melawan 
hukum pada akhirnya tidak lagi 
menjadi perbuatan melawan hukum; 
2. Negosiasi, yang dapat dilakukan oleh 
para pihak yang bersengketa, baik 
para pihak secara langsung maupun 
melalui perwakilan masing-masing 
pihak; 
3. Mediasi, merupakan salah satu cara 
menyelesaikan sengketa di luar 
pengadilan, dengan perantara pihak 
ketiga/mediator yang berfungsi 
sebagai fasilitator, tanpa turut campur 
terhadap putusan yang diambil oleh 
kedua pihak; 
4. Konsiliasi, juga merupakan cara 
penyelesaian sengketa di luar 
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pengadilan, namun mirip pengadilan 
sebenarnya, dimana ada pihak-pihak 
yang di nggap sebagai hakim semu; 
5. Arbitrase, adalah cara penyelesaian 
sengketa secara non litigasi, dengan 
bantuan arbiter yang ditunjuk oleh 
para pihak sesuai bidangnya.  Di 
Indonesia telah ada lembaga khusus 
arbitrase yaitu Badan Arbitrase 
Nasional  Indonesia (BANI).  Putusan 
arbitrase memiliki kekuatan hukum 
yang sama dengan putusan hakim di 
pengadilan, dan atas putusan arbitrase 
ini tidak dapat dilakukan upaya 
hukum baik banding maupun kasasi. 
Oleh karena itu, perbuatan 
melawan hukum yang timbul dalam 
transaksi jual beli secara 
elektronik/melalui internet dapat 
diselesaikan baik secara litigasi ataupun 
secara non litigasi, sesuai kesepakatan 
para pihak, sehingga tidak ada 
kekosongan hukum yang dapat berakibat 
menimbulkan kerugian yang lebih besar 
lagi. 
2.  METODE PENELITIAN 
Mengacu pada judul dan 
perumusan masalah, maka penelitian ini 
termasuk ke dalam kategori penelitian 
normatif yaitu penelitian pendekatan 
undang-undang (statute aproach) yang 
dilakukan dengan menelaah semua unang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut 
dengan isu hukum yang sedang ditangani 
(Peter Mhafud Marzuki, 2010 : 93) 
Pendekatan-pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian hukum 
normatif adalah Pendekatan Undang-
Undang (Statute Approach) dilakukan 
dengan menelaah semua undang-undang 
dan regulasi yang berhubungan dengan 
judul yang diteliti, pendekatan Kasus (Case 
Approach) dilakukan terhadap kasus-kasus 
yang berkaitan dengan isu hukum yang 
dihadapi yang telah menjadi putusan 
pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (in craht), 
Pendekatan Konseptual (Conceptual 
Approach) Pendekatan yg beranjak dari 
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang dalam ilmu hukum  
Bahan hukum yang digunakan 
bahan hukum primer yang terdiri dari 
perundang-undangan, catatan-catatan 
resmi atau risalah dalam pembuatan 
undang-undang dan putusan-putusan 
hakim. Bahan-bahan hukum primer yang 
terutama bukanlah putusan peradilan atau 
yurisprudensi , melainkan perundang-
undangan (Peter Mhafud Marzuki, 2010 : 
141-142). 
3. PEMBAHASAN 
Sebagaimana pada pembahasan 
permasalahan bahwa Cyber Crime adalah 
merupakan segala tindak pidana yang 
berhubungan dengan informasi, sistem 
informasi, komunikasi, yang merupakan 
sarana penyampaian informasi kepada 
pihak lain sehingga kebutuhan 
perundangan undangan yang baru yang 
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berkaitan dengan perkembangan teknologi 
infomasi sudah tidak dapat ditunda lagi, 
sehingga perlu dilakukan perubahan 
perundang-undangan atau perubahan pada 
ketentuan hukum pidana indonesia sebagai 
akibat perkembangan teknologi. 
Cybercrime Kejahatan dunia maya 
(cybercrime) adalah istilah yang mengacu 
kepada aktivitas kejahatan dengan 
komputer atau jaringan komputer menjadi 
alat, sasaran atau tempat terjadinya 
kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan 
dunia maya antara lain adalah penipuan 
lelang secara online, pemalsuan cek, 
penipuan kartu kredit/carding, confidence 
fraud, penipuan identitas, pornografi anak, 
dll. Pengertian cybercrime menurut para 
ahli:  Andi Hamzah dalam bukunya 
“Aspek-aspek Pidana di Bidang 
Komputer” mengartikan cybercrime 
sebagai kejahatan di bidang komputer 
secara umum dapat diartikan sebagai 
penggunaan komputer secara ilegal.  
Forester dan Morrison mendefinisikan 
kejahatan komputer sebagai aksi kriminal 
dimana komputer digunakan sebagai 
senjata utama.  Girasa (2013) 
mendefinisikan cybercrime sebagai aksi 
kejahatan yang menggunakan teknologi 
komputer sebagai komponen utama.  
M.Yoga.P (2013) memberikan definisi 
cybercrime yang lebih menarik, 
yaitu:kejahatan dimana tindakan kriminal 
hanya bisa dilakukan dengan 
menggunakan teknologi cyber dan terjadi 
di dunia cyber. 
Cybercrime sebagai tindak 
kejahatan murni Dimana orang yang 
melakukan kejahatan yang dilakukan 
secara di sengaja, sebagai contoh 
pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu 
system informasi atau system computer. 
Cybercrime sebagai tindakan kejahatan 
abu-abu Dimana kejahatan ini tidak jelas 
antara kejahatan kriminal atau bukan 
karena dia melakukan pembobolan tetapi 
tidak merusak, mencuri atau melakukan 
perbuatan anarkis terhadap system 
informasi atau system computer tersebut. 
Kejahatan yang dilakukan dengan 
memasuki/menyusup ke dalam suatu 
sistem jaringan komputer secara tidak sah, 
tanpa izin. Biasanya pelaku kejahatan 
(hacker) melakukannya dengan maksud 
sabotase ataupun pencurian informasi 
penting. 
Penipuan jual beli online termasuk 
ke dalam jenis kategori cybercrime, lebih 
spesifiknya kejahatan penipuan berbasis 
internet (cyber related fraud). Hukum 
cyber atau cyberlaw untuk masalah 
penipuan jual beli online tersirat dalam UU 
ITE pasal 28 ayat (1), dengan ancaman 
pidana penjara paling lama 6 tahun atau 
denda paling banyak 1 milyar. Kasus 
penipuan jual beli online merupakan jenis 
cybercrime yang bisa dibilang ringan, akan 
tetapi cukup mengkhawatirkan karena 
paling sering terjadi, dan menimbulkan 
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banyak kerugian, terlebih tidak 
memerlukan keahlian yang khusus untuk 
jenis kasus ini, bahkan tanpa modal 
sekalipun. 
Akan tetapi masih ada sejumlah 
masalah terkait dengan pelaksanaan 
Undang- Undang ini seperti kurangnya 
jumlah aparat yang mengerti dengan baik 
permasalahan IT, kemudian tak lupa pula 
permasalahan yuridiksi, semisal apabila 
kejahatan itu dilakukan di luar negeri, 
namun menimpa Warga Negara Indonesia. 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
Dan Transaksi Elektronik  belum secara 
tegas mengatur mengenai hal tersebut. 
Perbuatan melawan hukum 
dianggap terjadi dengan melihat adanya 
perbuatan dari pelaku yang diperkirakan 
memang melanggar undang-undang, 
bertentangan dengan hak orang lain, 
beretentangan dengan kewajiban hukum 
pelaku, bertentangan dengan kesusilaan 
dan ketertiban umum, atau bertentangan 
dengan kepatutan dalam masyarakat baik 
terhadap diri sendiri maupun orang lain, 
namun demikian suatu perbuatan yang 
dianggap sebagai perbuatan melawan 
hukum ini tetap harus dapat 
dipertanggungjawabkan apakah 
mengandung unsur kesalahan atau tidak. 
Pasal 1365 KUH Perdata tidak 
membedakan kesalahan  dalam bentuk 
kesengajaan (opzet-dolus) dan kesalahan 
dalam bentuk kurang hati-hati (culpa), 
dengan demikian hakim harus dapat 
menilai dan mempertimbangkan berat 
ringannya kesalahan yang dilakukan 
sesorang dalam hubungannnya dengan 
perbuatan melawan hukum ini, sehingga 
dapat ditentukan ganti kerugian yang  
seadil-adilnya. 
Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8  Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 
pelaku usaha bertanggung jawab 
memberikan ganti rugi atas kerugian 
konsumen akibat menggunakan barang 
dan/atau  jasa yang dihsilkan atau 
diperdagangkan. Undang-Undang ini lebih 
menitikberatkan pada tanggung jawab dari 
pelaku usaha daripada konsumen, 
maksudnya agar tidak terjadi hal-hal yang 
dapat merugikan konsumen dan 
menyeimbangkan kedudukan antara pelaku  
usaha dan konsumen. 
Oleh karena itu, perbuatan 
melawan hukum yang timbul dalam 
transaksi jual beli secara elektronik/melalui 
internet dapat diselesaikan baik secara 
litigasi ataupun secara non litigasi, sesuai 
kesepakatan para pihak, sehingga tidak ada 
kekosong 
4.  KESIMPULAN 
Penipuan jual beli online termasuk 
ke dalam jenis kategori cybercrime, lebih 
spesifiknya kejahatan penipuan berbasis 
internet (cyber related fraud). Hukum 
cyber atau cyber law untuk masalah 
penipuan jual beli online tersirat dalam UU 
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ITE pasal 28 ayat (1), dengan ancaman 
pidana penjara paling lama 6 tahun atau 
denda paling banyak 1 milyar. Beberapa 
tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh 
pihak yang berkepentingan atas terjadinya 
perbuatan melawan hukum yang telah 
dilakukan oleh pihak lain sehingga 
menimbulkan kerugian, yaitu 
menyelesaikan sengketa tersebut baik 
secara litigasi atau pengajuan surat gugatan 
melalui lembaga peradilan yang 
berwenang sesuai ketentuan hukum acara 
perdata yang berlaku di Indonesia atau 
berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh 
para pihak, maupun secara non litigasi atau 
di luar pengadilan, antara lain melalui cara 
adaptasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi 
serta arbitrase sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
Dengan demikian dalam 
menghadapi kasus perbuatan melawan 
hukum pada transaksi jual beli secara 
elektronik ini, dapat diterapkan ketentuan 
yang ada dan berlaku sesuai dengan hukum 
yang dipilih untuk digunakan, mengingat 
transaksi jual beli melalui internet ini tidak 
ada batas ruang, sehingga dimungkinkan 
orang Indonesia bermasalah dengan warga 
negara asing. Ketentuan hukum yang dapat 
diterapkan atas perbuatan melawan hukum 
yang terjadi dalam transaksi jual beli 
secara elektronik adalah ketentuan hukum 
yang termuat dalam KUH Perdata, antara 
lain Pasal 1365 KUH Perdata.  Penerapan 
ketentuan pasal 1365 termaksud dilakukan 
dengan cara melakukan penafsiran hukum 
ekstensif yaitu memperluas arti kata 
perbuatan melawan hukum itu sendiri, 
tidak hanya yang terjadi dalam dunia 
nyata, tetapi juga dimungkinkan perbuatan 
melawan hukum yang terjadi di dunia 
maya, dalam hal ini pada transaksi jual beli 
secara elektronik. 
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